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ABSTRACT

In accordance with the 1945 Constitution, the Inelian economy is
structured based on economic democracy, where éssininits or the
economy are formed based on joint ventures andigngith the network
must be fostered a sense of shared responsilolitthe business process
so that interested parties get results that aretivtine effort each one.
Agreement is an event in which someone promisasdiher person or an
event in which someone promises to carry out inasten in this event
arises a relationship between these two people lwhsc called an
engagement.

According to article 1601 a Civil Code the employiagreement is an
agreement whereby the one party namely the labairets himself to the
other party (the employer) binds himself to empog party (labor) by
paying a stipulated wage.

The system that occurs at Mall Matahari Departm®&tdre where before
the cashier's work is preceded by the existen@evadrk agreement in the
form of a written agreement, the contents of thee@gents are only
determined / made unilaterally, but the officer agmployer agree. So
that the officials felt like it or not had to imphent the agreement made,
because the agreement was binding. For an agreerbetween the
employer and the screen officer, the researchers ube term work
agreement which states that this agreement is alark, that is, the
existence of a work agreement arises from a partydrk. What is clear
in the agreement must be clear to both partiesh&bone of them cannot
get out of the agreement that has been agreed upid.the agreement
must not harm one party or only benefit the othantyp (in this case the
employer / company).

Keywords: Cashier Officer, Work Agreement
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ABSTRAK

Sesuai dengan UUD 45, perekonomian Indonesia disusu
berdasarkan demokrasi ekonomi, dimana unit-unit haisaatau
perekonomian dibentuk berazaskan usaha bersamakelegluargaan
dengan jaringan kerja tersebut harus dipupuk rasegung jawab
bersama atas proses usaha sehingga pihak yangbetikgan mendapat
hasil yang setimpal dengan usaha masing-masing.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana sesedvangnji pada
orang lain atau suatu peristiwa di mana seseorarjgrji melaksanakan
dalam suatu hal dalam peristiwa ini timbul suatbbdngan antara dua
orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Menurut pasal 1601 a KUH Perdata perjanjian kedalah suatu
perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh metgan diri pada
pihak lain (majikan) mengikatkan diri untuk mempagkkan pihak yang
satu (buruh) dengan membayar upah yang telah diiemt

Sistem yang terjadi pada Mall Matahari Departen&ote dimana
sebelum petugas kasir bekerja didahului denganyadsmatu perjanjian
kerja dalam bentuk perjanjian tertulis, isi peramjperjanjian tersebut
hanya ditetapkan/dibuat sepihak, tetapi petugasa kdan majikan
menyetujui. Sehingga pihak petugas kasa mau tidaku rharus
melaksanakan perjanjian yang dibuat, karena péajaitpy telah mengikat.
Untuk perjanjian antara majikan dan petugas kaselpiemenggunakan
istilah perjanjian kerja yang menyatakan bahwagpogign ini mengenai
kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timewétu pihak untuk
bekerja. Yang jelas dalam perjanjian harus jelag kadua belah pihak.
Sehingga salah satu dari mereka tidak dapat kelaarperjanjian yang
telah disepakati bersama. Dan perjanjian tersetiak tooleh merugikan
salah satu pihak atau hanya menguntungkan pihakyai(dalam hal ini
majikan/perusahaan).

Kata Kunci : Petugas Kasa, Perjanjian Kerja
|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sesuai dengan UUD 45, perekonomian Indonesia disusu
berdasarkan demokrasi ekonomi, dimana unit-unit haisaatau
perekonomian dibentuk berazaskan usaha bersam&edatuargaan
dengan jaringan kerja tersebut harus dipupuk rasggung jawab
bersama atas proses usaha sehingga pihak yangpébetikgan
mendapat hasil yang setimpal dengan usaha masisigrgna
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Oleh sebab itu di dalam dunia usaha yang melibgpiiaak lain
sangat diperlukan suatu perjanjian, yang berarsimgamasing pihak
saling berjanji dan saling terikat atas suatu pgiga yang harus
ditaati, jika salah satu pihak tidak melaksanakami jmaka pihak lain
dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut. Sepeftiya dalam
perjanjian kerja antara petugas kasa dan perusasmium petugas
kasa mulai bekerja pada perusahaan biasanya didakenhgan
perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban mgsnasing pihak.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana sesedrerngnji pada
orang lain atau suatu peristiwa di mana seseoraegar
melaksanakan dalam suatu hal dalam peristiwva mbul suatu
hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakéatan.

Menurut pasal 1601 a KUH Perdata perjanjian keilglah suatu
perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh meatgan diri pada
pihak lain (majikan) mengikatkan diri untuk mempaykkan pihak
yang satu (buruh) dengan membayar upah yang téahtukan. Jika
terjadi pada perjanjian kerja maka terciptalah Imglam kerja antara
pihak buruh dan majikan, sehingga dengan kesepakaiatimbul
hukum antar mereka, konskuensinya berarti ada laak keawajiban.
Hak dan kewajiban dapat dilihat dalam perjanjiamjakgang telah
dibuat oleh para pihak. Adapun hak yang diterineh gienerima kerja
adalah Upah, Hari Libur, Jaminan Kesehatan, Jankeelakaan dan
Jaminan Hari Tua dimana hal tersebut merupakan jkeama dari
pemberi kerja untuk melindungi hak-hak si penerkega. Sedangkan
kewajiban dari penerima kerja adalah bekerja semmaksmungkin
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang tejpegnjashjikan
dalam perjanjian kerja yang telah disepakati beasamatar pemberi
dan penerima kerja.

Didalam sebuah hubungan kerja seringkali kita teldanya
perbedaan pendapat antara pemberi kerja dan penéena terkait
hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehinggabuiat
perselisihan yang biasa disebut dengan PerselisiHabungan
Industrial, dimana hal tersebut telah diatur daldbh Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungasthne.

Dalam perjanjian kerja tersebut dapat kita ketal®alah satu
kewajiban dari petugas kasa dalam hal ini adalapesierima kerja
yaitu bertanggung jawab terhadap kesalahan datalelayang mereka
lakukan hingga terjadi kerugian, jika petugas Kassalah maka harus
bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dapaimimdikan
kerugian terhadap pemberi kerja tersebut.

Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 Rehdata
menunjukan segi-segi persamaan dengan penentudn kgaagian
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karena wanprestasi, yaitu pasal 1243 KUH Perdatebda diterapkan
secara analogis pada pertanggungjawaban yang tidavuperikatan.
Adapun isi dari pasal 1243 KUH Perdata yaitu “pertiga biaya, rugi
dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatanjldh mulai
diwajibkan, apabila ia berutang, setelah lalai mauhe perikatan, tetap
melalaikannya, dibuatnya, hanya dapat diberikan dthuat tenggang
waktu yang telah dilampauinya.Sistem yang terjadi pada Mall
Matahari Departement Store dimana sebelum petugaa bkekerja
didahului dengan adanya suatu perjanjian kerjanddk@ntuk perjanjian
tertulis, isi perjanjian-perjanjian tersebut hangitetapkan/dibuat
sepihak, tetapi petugas kasa dan majikan menyetaghingga pihak
petugas kasa mau tidak mau harus melaksanakannjmerjayang
dibuat, karena perjanjian itu telah mengikat. Unpgganjian antara
majikan dan petugas kasa peneliti menggunakaahspierjanjian kerja
yang menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kggkni dengan
adanya perjanjian kerja timbul suatu pihak untukep@. Yang jelas
dalam perjanjian harus jelas bagi kedua belah piBakingga salah
satu dari mereka tidak dapat keluar dari perjanjeamy telah disepakati
bersama. Dan perjanjian tersebut tidak boleh mlkamgisalah satu
pihak atau hanya menguntungkan pihak lainnya (dalzeth ini
majikan/perusahaan).

B. Rumusan Masalah

Disamping itu pula, peneliti ingin mengetahui baganakah
sistem pertanggungjawaban petugas kasa DeparteStenat terhadap
kelalaiannya dan bagaimana pula sistem ganti erpiatiap kerugian
tersebut.

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan
penelitian ini cukup banyak, akan tetapi untuk memumudah dalam
penelitian ini diperlukan adanya rumusan dan peasaat terhadap
masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah lel@nterarah
sehingga mudah dimengerti. Adapun perumusan danbgtasan
masalah tersebut adalah sebagai berikut.

Bagaimanakah prinsip pertanggungjawaban petugasa kas
Matahari Departement Store terhadap kelalaian @aaimana upaya
penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yanmdiiikan ?

bid, him. 292.
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C. Tujuan Pendlitian
Untuk mengetahui prinsip pertanggungjawaban petukmzsa
Matahari Departement Store terhadap kelalaian @aaimana upaya
penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yanmditikan.

. KERANGKA DASAR TEORI

A. Hubungan-Hubungan Para Pihak (Hak dan Kewajiban)

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2Q@ang
Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan, menyatakan ddiuwsungan
kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan jgielarh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai upskerjaan, upabh,
dan perintah. Jadi, suatu hubungan kerja tdak lisdul dari
perjanjian kemitraan, melainkan harus dari pergankerja.

Seperti yang terdapat pada Pasal 50, 51 dan 53ndrdadang
Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

kesepakatan kedua belah pihak;

kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan gden

ketertiban umum, Kkesusilaan, dan peraturan pergadan

undangan yang berlaku.

2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yaegédntangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayair(ff)a dan
b dapat dibatalkan.

3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yaegédmtangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayair(ff)c dan
d batal demi hukum.

Jika berbicara tentang hak-hak penerima kerja yhagipa
Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan dan Jamiearatikn,
Jaminan Pensiun serta Jaminan Hari Tua Negara uné&amerintah
telah mengaturnya didalam sebuah regulasi berupangaUndang No
3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan pertanggal Garda@014
diberlakukan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 TentBagan
Penyelenggara Jaminan Sosial, dan turut pula daddlam beberapa
Peraturan Pemerintah yaitu :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Karjdatainan
Kematian Dalam Peraturan Pemerintah ini yang diorhkiengan:

apop
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Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingKét adalah
manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kkeselyang
diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaga k¢au
penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKMaddemanfaat
uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketp@serta
meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yanddradaminan
Pensiun adalah jaminan sosial yang Dbertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagertze
dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasidelah
peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacattédégp, atau
meninggal dunia.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yaitundamtari
Tua selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uamgityang
dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasukipasisiun,
meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Dapatlah disimpulkan disini bahwa unsur-unsur keada

memaksa adalah sebagai berikut :

a.

b.

C.

Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwang
membinasakan/memusnahkan benda perikatan.
Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwang
menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi.
Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduganakerjadi pada
waktu membuat perikatan.

Adapun pertanggungjawaban perbuatan yang dilakdesagan

sengaja atau berdasarkan perbuatan melawan hukdm, yang
berpendapat dengan pelanggaran ada pada pasaKUBGSERDATA
dan pasal 1382 KUHPERDATA. Sehingga pelaku harusggenti
kerugian yang telah dilakukan.

B. Tanggung Gugat Kasir

Sebelum membahas lebih jauh tentang berbagai palahas

tentang tanggung gugat, maka peneliti terlebih dWamemaparkan
tentang makna, unsur, jenis dan fungsi tanggungtgdengan harapan
untuk menemukan konsep tentang tanggung gugatitdirs Dalam
referensi hukum, kata tanggung gugat sangat sedijkitpai, lebih
banyak digunakan istilah tanggung jawab. Dalam KaBesar Bahasa
Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keadaeaib

25



ISSN CETAK 2597-968X Jurnal LEGALITAS Volume 3 Nom®, Desember 2018
ISSN ONLINE 2548-8244

menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apaaph dituntut,

dipersalahkan, diperkarakan, dsb).

Pendapat Peter Mahmud Marzuki tersebut, lebih neerien
bahwa tanggung gugat itu disebabkan karena perbuatdanggar
hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga metigan kerugian
bagi orang lain. Pendapat Peter Mahmud Marzuki tidéak jauh
berbeda dengan pendapat para ahli hukum perdaaadiabad ke 20
seperti J.H. Nieuwenhuis.

Menurut J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugatupakan
kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagkibat
pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma térdapat terjadi
disebabkan karena (1) perbuatan melawan hukum; (@anwan
prestasf

Tanggung gugat risiko yang terdapat dalam Pasal hyat (3)
KUHPerdata ini Nieuwenhuis menguraikan sebagakhberi
a. Tanggung gugat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata

berlandaskan pada hubungan bawahan dan atasan. Yang
menentukan disini adalah kewenangan memberikanntphri
(instruksi) kepada yang lain. Kewenangan ini dagabul dari
perjanjian kerja, tetapi juga dapat dari hukum pulkdeperti
hubungan penguasa dengan pegawai negeri.

b. Tanggung gugat tersebut bergantung pada keadaam lpenbuatan
melanggar hukum itu dilakukan dalam pelaksanaarastugleh
bawahan.

c. Untuk tanggung gugat Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdiaiaratkan
adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahanlpalagahan.

Tanggung gugat tidak bergantung pada suatu peleanggerma
atau kesalahan oleh majikan. Pihak yang dirugikdwe berpegangan
pada bukti perbuatan melanggar hukum oleh bawalzanya
hubungan atasan-bawahan, dan fakta bahwa tugas h&awa
menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatatanguar
hukum. Tangkisan bahwa ia pribadi tidak dapat disesama sekali
tidak akan menolong majikan (tanggung gugat risikdjerdapat
hubungan kausal jika kerugian menurut aturan pengah secara
layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akabul dari
perbuatan melanggar hukum .

2 J.H. NieuwenhuisHoofdstukken Verbintenissenredetjemahan, Universitas
Airlangga, Surabaya, 1985, him 135.

% Ibid.
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Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut

a) Untuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan olgjan badan
hukum, pertanggunggugatannya didasarkan pada J2&8alBW.

b) Untuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sérang wakil
badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengdantaukum,
dapat dipertanggunggugatkan berdasarkan pasalB\367

Dalam referensi mengenai konsep dasar tanggung dugam
(legal liability concept pada umumnya terdapat tiga jenis tanggung
gugat, yakni tanggung gugat atas dasar kesaldiailify basedon
fault), tanggung gugat atas dasar praduga bergakdumption of
liability) dan tanggung gugat mutlalabsolute liability atau strict
liability).

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa gkamnu
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karesahrsya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tarselBerdasarkan
ketentuan tersebut, maka siapa saja yang telalkuokala kesalahan —
baik kesalahan itu karena perbuatannya atau kgertzuatan orang
suruhannya— yang mengakibatkan kerugian bagi pikiak maka ia
harus bertanggung gugat atas kerugian pihak laseleat dengan cara
memberikan ganti kerugian yang telah diderita ofghak yang
dirugikannya itu”.

[Il. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah deskriftif analitis, yaitwntuk

menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secargeturuh dan
mengkaji secara sistematis terhadap Tanggung Gligstr Terhadap
Kerugian Akibat Kelalaiannya Di Matahari Departemestore Mall
Lembuswana Samarinda. Secara rinci penelitian @@nggambarkan dan
menemukan fakta — fakta hukum berkenaan dengamguagggugat kasir
terhadap kerugian akibat kelalaiannya di Matahg@ar®ement Store Mall
Lembuswana Samarinda.

V. PEMBAHASAN

Prinsip pertanggung jawaban petugas kasa Matalepafement
Store terhadap kelalaian Hubungan antara petugss d@ngan Matahari
Departement Store mencakup hubungan antara peragusah pekerja
dengan proses perdagangan di perusahaan. Pendrapbangan kerja
tersebut merupakan perwujudan dan pengakuan akaddmakewajiban
petugas kasa sebagai partner pengusaha menjanangkehgan dan
keberhasilan perusahaan.

Bagi petugas kasa, perusahaan merupakan sumbdrgsdag dan
kesempatan untuk mengembangkan diri dan berbakega#alan
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perusahaan merupakan arti kehilangan tempat kega dumber

penghasilan perusahaan atau pengusaha dan p&elrgb itu pengusaha
dan pekerja mempunyai kepentingan yang smaa atasgseingan dan
keberhasilan perusahaan.

Suatu titik tolak yang lain dari pertanggungjawabadalah
“pengembalian suatu barang tertentu, atau apa gadg mulanya sama,
sejumlah uang tertentu, yang dijanjikan begitu rugehingga tidak
ditepati, maka tindakan itu akan membahayakan kemgam umum?”.

Demikian pertanggungjawaban itu rupanya sebagaabkdari
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik daértuk penyerahan
maupun dalam bentuk persetujuan. Sehingga jikeoeatay yang berjan;i
maka orang tersebut harus bertanggung jawab assgaayg dijanjikannya.
Jika tidak ada perbuatan maka tidak akan ada pgtanjawaban yang
harus dilakukan.

Ada tiga macam pertanggungjawaban :

- Pertanggungjawaban atas kerugian dan sengaja;

- Pertanggungjawaban atas kerugian karena kealpaan tidak
sengaja,

- Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atasgikeruyang
dilakukan tidak karena kelalaian serta tidak semgaj

Upaya Penyelesaian dari Permasalahan yang di Kaji

PT Matahari Department Store Tbk (“Matahari” at®efseroan”)
adalah salah satu perusahaan ritel terkemuka donésila yang
menyediakan perlengkapan pakaian, aksesoris, prochakk kecantikan
dan rumah tangga dengan harga terjangkau. Mathleamitra dengan
pemasok pemasok terpercaya di Indonesia dan lugerineuntuk
menyediakan kombinasi barang-barang fashion bet&satinggi yang
dapat diterima oleh konsumen yang sadar akan sulaiu produk. Gerai-
gerai Matahari yang modern dan luas menyajikan glantan berbelanja
dinamis dan inspiratif yang membuat konsumen dateegbali dan
membantu menjadikan Matahari sebagai departmene gtdihan di
kalangan kelas menengah Indonesia yang tumbuh. pesat

Didalam sebuah hubungan kerja seringkali kita teradanya
perbedaan pendapat antara pemberi kerja dan pen&drja terkait hak
dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga tinftbp&selisihan yang
biasa disebut dengan Perselisihan Hubungan Indlsiimana hal
tersebut telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2@ddaing Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
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A. Penyelesaian Melalui Mediasi

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disé&bediasi
adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisikepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan pehselisantara
Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satuspéaan melalui
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lelatiator yang
netral. Mediator disini adalah pegawai institusimgeintah yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yangemehi syarat-
syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Mieatguk bertugas
melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberédguran
tertulis kepada para pihak yang berselisih untuknyekesaikan
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, peisah pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antara Serikagrié®erikat Buruh
hanya dalam satu perusahaan. Mediator, berada tidip s&antor
Instansi yang bertangung jawab di bidang ketenagde
Kabupaten/Kota yang harus memenuhi syarat sebagaimiatur di
dalam pasal 9 UU HPI.

Penyelesaian perselisihan melalui Mediasi, mengakam
penyelesaian musyawarah untuk mufakat, dan apabdéam
perundingan tersebut dicapai kesepakatan, dibugnfian Bersama
yang ditanda tangani oleh para pihak dan disaksiketm Mediator dan
didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial unto&ndapatkan
Akta bukti pendaftaran. Penyelesaian melalui Mediada tidak
tercapai kesepakatan proses penyelesaian selamjatiajah Mediator
mengeluarkan anjuran secara tertulis sebagai pahdtgu saran yang
diusulkan oleh Mediator kepada para pihak dalam yapa
menyelesaikan perselisihan mereka.

B. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya ebig
konsiliasi adalah, perselisihan kepentingan, pisieah pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antara SerikatrRé®erikat Buruh
hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarahdy@mgahi oleh
seorang atau lebih konsiliator yang netral. Koawli disini adalah
seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syaratyaelansiliator
ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukansikasi dan
wajib memberikan anjuran tertulis kepada para piekg berselisih
untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, |isrsen pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antara Serikarié8erikat

Konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada Kantor
Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di Igidan
ketenagakerjaan setempat. Konsiliator dalam mesgidan
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perselisihan hubungan industrial pada dasarnya aladahelalui

musyawarah untuk mufakat. Dalam perundingan yangcapai

kesepakatan, dibuat Perjanjian Bersama yang ditang@ni oleh para
pihak dan disaksikan oleh Konsiliator, untuk diddéan pada

Pengadilan Hubungan Industrial guna mendapatkana Abwikti

pendaftaran. Sebaliknya bila tidak dicapai kesefaakanaka :

Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;

2. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejadang
konsiliasi pertama, anjuran tertulis harus sudabardpaikan
kepada para pihak;

3. Para pihak harus sudah memberikan jawaban tekepiada
konsiliator yang isinya menyetujui atau melakukajuean dalam
waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak menerimaramj

4. Pihak yang tidak memberikan jawaban atau pendapatianggap
sebagai menolak anjuran;

Sehingga dari perbuatan yang ditimbulkannya tetsakan
suatu ganti kerugian yang harus ditanggung ol@lelsku. Adapun
untuk menentukan besarnya kerugian tersebut ialah :

1. Obyektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranyamjah kerugian
seorang keditur pada umumnya pada keadaan yang Sspedsti
keadaan kreditur yang bersangkutan.

2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabakamaderya ingkar
janji dari debitur misalnya, karena penyerahan rmardidak
dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluardkaya-baiay
untuk mengambil dan menyimpan barang.

Undang-undang menentukan bahwa ganti rugi atas
kerugianyang harus ditanggung dan harus digankilapa
memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya didagka pvaktu
perikatan dibuat, maksudnya bahwa debitur hany@dbwagngganti
kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada wadtikatan
dibuat, kecuali bila ada kesengajaan, dan debimgan sengaja
melanggar akan tanggung jawab menjalankan kewajiaapa
menghiraukan ada atau tidaknya maksud dari pardudamtuk
menimbulkan kerugian. Sehingga yang dapat didudg@arbtnanya
terjadi kerugian akan tetapi juga besarnya kerugianharus dapat
diduga.

2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seddandari
ingkar janji, yaitu bahwa ingkar janji dan kerugidmarus
mempunyai hubungan kausal. Sedangkan untuk timbaudkjbat
tertentu, terdapat sejumlah syarat-syarat yanc ttdebatas yang
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didukung terjadinya akibat tersebut, oleh karenauitdang-undang
berbicara tentang sebab-sebab yang langsung.

V. PENUTUP

A. Kesmpulan

1. Sistem kerja antara Matahari Departement Store Malhn
petugas kasanya adalah dimana pada saat terjakegiatan
kerja yang dilakukan petugas kasa dan menyebab&eangikn
atas kelalaiannya petugas kasa wajib mengganti sejgenuhya
kepada pihak Matahari Departement Store dalam kuaktu
selambat lambatnya 3 hari. Hal tersebut telah diszp
sebelumnya dalam perjanjian kerja antara pembeta kean
penerima kerja yang mengikat, tapi mungkin mau ktidaau
merugian pihak kasa dalam hal inni adalah si perekierja.

2. Ganti kerugian tersebut harus diganti dengan jurgbalg sama,
sekiranya hal ini bertolak belakang dengan sistem dturan-
aturan yang harus dilakukan dalam hal pembayarat gagi,
dalam hal ini adalah pengenaan denda dan pemotongain
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal B3 5da
Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 Tentanginéenigan
Upah. Namun apabila kelalaian tersebut dikarenkesalahan
sistem dalam hal ini proses pembayaran mengguria&n debet
atau kredit, petugas kasa langsung melapor kepagarssor
kasa untuk nantinya akan diinformasikan kepadakpiizank dari
kartu kredit atau kartu debet tersebut.

3. Upaya penyelesaian dari masalah yang terjadi anpénak
pemberi kerja dan penerima kerja yaitu dengan icemajalankan
isi dari perjanjian kerja yang telah dibuat diavaé¢éh pemberi
kerja.

B. Saran

Hendaknya untuk pemotongan upah yang diberlakukah o
sipenerima kerja yaitu kasa, tidaklah mencapai 10@8tuk ganti
kerugiannya, sebab dalam Peraturan Pemerinah Ntaé 2015
tentang perlindungan upah pada pasal 58 pemotoogah paling
banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang daepekerja. Dan
untuk hak-hak penerima kerja harus benar-benarriddre seperti
jaminan sosial untuk melindungi hak-hak peneringake
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